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KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 37 /KPTS/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
95/KPTS/2019 TENTANG TINDAK LANJUT PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN 2020

INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa telah terbit Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi
Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan
Penangan Covid-19;

b. bahwa telah terbit Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga
Kerja dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun
2020, Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01
Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;

c. bahwa untuk melaksanakan Diktum Kedua Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 288/KEP/2019 tentang Penetapan Program
Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020 perlu ditindak lanjuti dengan
menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang
Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan ¢ perlu menetapkan
perubahan Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
95/KPTS/2019 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan
Tahunan Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo.
Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827),

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339),



10.

1.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2486,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 108);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1280);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Daerah Is_timewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018
tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyal;arta Nomor 12 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

14,

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Merubah Lampiran | Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 95/KPTS/2019 tentang Tindak Lanjut Program Kerja
Pengawasan Tahunan Tahun 2020;

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:  Yogyakarta
Padatanggal: 16  April 2020

Sarwp

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI;
Inspektur Kabupaten Bantul;

Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
Inspektur Kota Yogyakarta,

Inspektur Kabupaten Sleman.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 788 [ KEP/ 2019
TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Penetapan Program Kerja
Pengawasan Tahunan Tahun 2020;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimews
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun
1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman  Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019
tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020 sebagai acuan
dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat
dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan
akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi :

1. pemeriksaan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi,
keuangan, barang, kepegawaian terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

audit kinerja;

reviu laporan keuangan;

reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
reviu laporan kinerja instansi pemerintah;

reviu penyerapan anggaran;

evaluasi sistem pengendalian internal;

X N o g s N

evaluasi perencanaan dan penganggaran berbasis
gender (responsive gender);

9. monitoring dan evaluasi dana desa;
10. monitoring dan evaluasi bantuan operasional sekolah;

11. penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu;



12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

pemeriksaan bersama (joint audit) dengan badan
pemeriksa keuangan dan pembangunan, inspektorat
jenderal kementerian/inspektorat utama/inspektorat
lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat
provinsi/kabupaten lainnya;

pemeriksaan dana keistimewaan (danais);
pemeriksaan dana alokasi khusus (DAK);
probity audit;

monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan serta
tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP);

tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum
dalam penangan laporan/pengaduan masyarakat yang
berindikasi korupsi;

pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan

kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan
Gubernur.

. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju
good governance, clean government, dan pelayanan publik di
lingkungan pemerintah provinsi, meliputi :

1.

penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
(PMPRB);

. evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap

triwulan);

3. pembangunan zona integritas;

4. penerapan sistem pengendalian internal pemerintah

® N o o

(SPIP);

penanganan pengaduan masyarakat;
penguatan whistle blowing system;
penanganan benturan kepentingan;

verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan
negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
dan

penguatan  kapabilitas Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP).

. Kegiatan penegakan integritas, meliputi :

1.

2
3.
4

survey penilaian integritas;
penanganan laporan gratifikasi,

monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan

. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

D. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :

1. koordinasi program pengawasan,;
2. sapu bersih pungutan liar; dan

3. tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain
mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

E. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja

penyelenggaraan  pemerintah daerah  kabupaten/kota
dilakukan pemeriksaan kinerja/reguler atas
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota meliputi
aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, keuangan,
barang daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah yang menjadi tugas dan fungsi organisasi perangkat
daerah/obyek pemeriksaan.

Tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, obyek pemeriksaan,
anggaran pemeriksaan, jadwal pemeriksaan, tim pemeriksa dan
peta pengawasan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur.

Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal |} DESEMBER 2619

QERN

o
UQYUBERNUR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

NO U RN~

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
Sekretaris Daerah DIY;

Bupati/Walikota se-DIY;

Inspektur DIY;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;

. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.




KEGIATAN PENGAWASAN DAN OBYEK PEMERIKSAAN TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN |

Tanggal
0 Z | Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama | Tim pada Bidang Perekonomian & Nama | Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Tim pada Bidang Sosial Budaya & Pelagkgan Jmi| Jml | Anggaran PSarplzas Keterangan
NO. g Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan aan HP| SDM enunjang
]
12 3 4 5 6 7 8 | 9 10 i1 12
1 = 25d8 10 kend rd 4, 16 [termasuk ekspose 1
ii Fisi Januari Laptop, 16 komp, 16 hr
Uji Fisik Cash Opname dan Stock Opname SKPD TA 2019 anuail | s 78 89,863,500 roter
Tujuan : Memperoleh keyakinan terbatas atas LK Pemda DIY berdasarkan SP| yang memadai dan sesuai dengan SAP
Sasaran : LK Pemda DIY
|Ruang lingkup : LK Pemda DIY Tahun 2019 -
H . 9 Januari 17 79 53,918,100 10 kend rd 4, 16 Pemeriksaan
Pemeriksaan Reguler Inspektorat DIY Sisa TA 2019 OPD 2020 5.4, Laptop, 16 komp, 16|  Reguler 20 hr
R —TYT re—— 31 Januari printer termasuk ekspose 1
1 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 1 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset 1 Biro Pengembangan Infrasuktur dan Wilayah |1  Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat 2020 hr
dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY !
dilanjutkan
_ [ N — L= - bulan
2 Satuan Polisi Pamong Praja DIY 2 Dinas Koperasi dan UKM 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Dinas Kesehatan Februari
3 o e -1 2020
3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 Dinas PUP ESDM 3 Dinas Kebudayaan
4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |4 " Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4  Dinas Komunikasi dan Informatika 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk.
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan o N
T [Sasaren " Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI - - B o _
2 [Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan
0} A et 169,856,250 | 10 kend rd 4. 16
= Manajemen Risiko (OPD & UPTD DIY RISTI) * Lap?op 16 komp, 16
1 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Otahraga printer
. ESDM
"2 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 Badan Pengelola Keuangandan Aset |2  Dinas Perhubungan " |2 Dinas Sosial
3 UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan|3 UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan 3 UPTD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan |3 UPTD Dinas Pendidikan, Pemudadan |
DIY: Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Kehutanan: Balai Pengelolaan Sampah dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Olah Raga: Balai Pendidikan Menengah
dan Diagnostik Kehewanan Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten Sleman
4 UPTD Dinas Pendidikan, Pemudadan Olah |4 UPTO Dinas Perikanan dan Kelautan “|la  UPTD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan |4 UPTD Dinas Tenaga Kerjadan ]
Raga: Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta: Pelabuhan dan ESOM Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Transmigrasi Daerah Istimewa
Kulon Progo Perikanan Pantai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Yogyakarta: Balai Latihan Kerja dan
Minum Perkotaan Pengembangan Produktivitas
fTujuan : (1) Mengidentifikasi Risiko OPD (2) Memberikan saran atas Risiko OPD _ o _ L o
Sasaren __ :Program, Kegialan Penunjang Kineria Utama o ]
Ruang fingkup  : IKU OPD/UPTD
Advisory Hasil Pemeriksaan
Tujuan B : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD o A ] o]
Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) e o e e ]
Ruang lingkup  : LHP APIP dan BPK
2 Lanjutan Pemeriksaan Reguler Inspektorat DIY Sisa TA 2019 OPD sosas| | | el Resean
1 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 1 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset T Biro Pengembangan Infrasuklur dan Wilayah |1 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Februari P p'prinler P lenn;i‘l‘( ekspose 1
dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY 2020 hr
"2 Satuan Polisi Pamong Praja DIY |2 Dinas KoperasidanUKM |2 " Badan Penanggulangan Bencana Daerah |2 Dinas Kesehatan T
3 Badan Kesatuan Bangsa dan Poiitik " 7|3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan |3  Dinas PUP ESDM “|3 Dinas Kebudayaan -
4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |4 ~ Dinas Komunikasi dan tnformatika " |4 Dinas Pemberdayaan Perempuan |
Perfindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk.




Tanggal l
Z | Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama | Tim pada Bidang Perekonomian & Nama | Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana& | Tim pada Bidang Soslal Budaya & Pelaagan Jmif Imi £, Anggaran Sarpras Keterangan
NO. g Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan aan HP| SDM Penunjang
[1]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI
Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan i
6Februari [ 47| 79 305,535,800 | 10 kend rd 4, 16 |Pemeriksaan
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP OPD 5.d.28 Laptop. 16 komp, [Reguler 20 hr
Februari 16 printer termasuk ekspose 1
1 Biro Tala Pemerintahan 1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 8iro Organisasi 1 Inspektorat ] 2920 hr
2 Sekretariat OPRD 2 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 Badan| F Daerah 2 Badan Penghubung Daerah :‘":“m‘:
3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Nit{ 3 Dinas P izn dan Perdagang: 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2020
4 Satuan Polisi Pamong Praja 4 Blro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya] 4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembil 4 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
5 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protoko] 5 Dinas Perizinan dan Penanaman Modal 5 Dinas Pariwisata 5 Dinas Kesehatan
6 Biro Hukum 6 Biro Bina Mental Spiritual 6 Dinas Perhubungan 6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
7 Badan Kepegawaian Daerah 7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 7 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sum| 7 Dinas Sosial
8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 8 Dinas Komunikasi dan Informatika 8 Dinas yaan (Kundha Kabudayan)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Pertindungan
% | 9 Badan Pendidikan dan Pelatihan 9 Badan Pengelola Keuangaan dan Aset 9 Paniradya Kaistmewan 9 Anak dan Pengendalian Penduduk.
2
E 10 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Tujuan : Melakukan evaluasi LKjlP SKPD
Sasaran : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Pemda DIY
Ruang lingkup : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019
1 80 7.710,000 |Komputer, LCD,
PELATIHAN KANTOR SENDIRI Ko
Tujuan : Meningkatkan kapasitas APIP Inspektorat DIY
Sasaran : Isu aktual yang periu didalami
Ruang lingkup : Implementasi kebijakan/ atauran baru
FORUM RB
Tujuan : Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2019 dan penyusunan Renaksi tahun 2020
Sasaran : Inspektorat
Ruang lingkup : Renaksi Reformasi Birokrasi Inspektorat
26,800,000 | 4 kendaraan roda
REVIU LK PEMDA (RIKSUS 4 TIM) PPy
Tujuan : Memperoleh keyakinan terbatas atas LK Pemda DIY berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dei.gan SAP taptop, 2 printer
Sasaran : LK Pemda DIY
Ruang fingkup : LK Pemda DIY Tahun 2019
Advisory Hasil Pemeriksaan
Tujuan __:(1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD o B
Sasaran _ _iTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) . . e — _ _
Ruang lingkup  : LHP APIP dan BPK - - B 1
3 2 Maret 3 79 53,918.100 | 10kend rd 4, 16
LANJUTAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP SKPD sd. 4 Laptop, 16 komp
Maret 2020 - '
1 Biro Tata Pemerintahan 1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 Biro Organisasi 1 Inspektorat 16 printer
2 Sekretariat DPRD 2 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 Badan P P g Daerah 2 Badan Penghubung Daerah

3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Nit
M Sarta Tata Sasana)

3 Dinas Perind!

danF gangan

3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4 Satuan Pohisi Pamong Praja

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber
Daya Alam

4 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan
Permbi o,

4 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

: !

$ Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

5 Dinas Perizinan dan F Modal

5 Dinas Pariwi

5 Dinas Kesehatan

6 Biro Hukum

6 Biro Bina Mental Spiritual

6 Dinas Perhubungan

6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,




Tanggal

Z | Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama | Tim pada Bidang Perekonomian & Nama | Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Tim pada Bidang Sosial Budaya & Pelaksan dmif Jml | an ggaran Sarpras Keterangan
NO. g Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan aan HP| SDM Penunjang
m
T 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 ik 12
7 Badan Kepeg: Daerah 7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 7 Dinas Pek Umum Perumahan dan Energi Sumy 7 Dinas Sosia!
8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 8 Dinas Komunikasi dan informatika 8 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
9 Badan Pendidikan dan Pelatihan 9 Badan Pengelola Keuangaan dan Aset 9 Paniradya Kaistimewan 9 Anak dan Pengendalian Penduduk.
|10 Dinas Perpustakaandan ArsipDasrah b e ]
Tujuan : Melakukan evaluasi atastmplementasi SAKIP SKPD L
Sasaran : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Pemda DIY -
Ruang lingkup  : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Pemda DIY Tahun 2019
i H 5 Maret 18 79 323,508,600 | 10kendrd 4, 16 Pemeriksaan
Pemeriksaan Reguler Inspektorat DIY Sisa TA 2019 UPTD _ ed 31 Laptop, 16 komp, 16]  Reguler 20 hr
1 Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras 1 Balai Pengembangan Perbibitan Temak dan 1 Balai Pengembangan Jasa Konstruksi 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Maret 2020 printer termasuk fisik LD
oIy o Diagnosiik Kehewanan DlY | ditanjutkan termasuk ekspose 1
2 Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan 2 Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah 2 Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran 2 Rumah Sakit Paru Respira April 2020 hr
Sosial DIY Istimewa Yogyakarta (KPPD DIY) di
L Kabupaten Gunungkidul B o -
3 Batai Perfindungan dan Rehabilitasi Sosial 3 Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah 3 Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan | 3 Balai Latihan Kerja dan Pengembangan
Wanita DIY Istimewa Yogyakarta (KPPD DIY) di Air Minum Perkotaan Produktivitas
. o Kabupaten Bantul ]
4 Bafai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta 4 Balai Pengembangan Perbenihan dan 4 Balai Latihan Pendidikan Teknik 4 Taman Budaya
Pengawasan Mutu Benih Tanaman
Pertanian
Tujuan (1) Menzlal ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perba!kan atas kelemahanlkekw‘angan - )
< Sasaran Tusn Pengelo!aan Keuangan, Sarana Prasarana, SOM, SPI - o B ]
é Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan pemndang-undangan
5 9 6,700,000 1kendrd 4, 1 Pemeriksaan
REVIU ATAS LKJ PEMDA DIY (RIKSUS 1 TiM) laptop, 1 komp, 1 |  khusus, 1 Tim
printer
Tujuan Mendapalkan kebenaran data dan informasi atas klner]a aduan atau perrnasalahan tertentu
Sasaran Laporan Kinerja, dala dan informasi aklual yang terkail dengan aduanlpermasalahan tertentu
Ruang lingkup Laporan Kinerja 2019, Pengaduan masyarakat tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasl Khusus
10 18 13,400,000 2kendrd 4, 2 Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KHUSUS (2 TIM) laptop, 2komp, 2 |  khusus, 2 Tim
printer
Tujuan Mendapalkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tenenlu
Sasaran Dala dan informasi aklual yang terkait dengan aduanlpen'nasalahan tertentu
Ruang lingkup  : Pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus
1 7,710,000
PELATIHAN KANTOR SENDIRI %0 Komputer. LCD.
Tujuan : Meningkatkan kapasitas APIP Inspektorat DIY
Sasaran : Isu aktual yang peru didalami
Ruang lingkup  : Implementasi kebijakan/ aturan baru
SOSIALISASI SABER PUNGLI 700 | 32200000 | Sreraa Thena
Tujuan : Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar laptop. 1 printer
Sasaran : Praktik pungutan liar yang lerjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi baik di intemal Pemda DIY maupun instansi vertikal
Ruang lingkup  : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi di wilayah hukum DIY
Advisory Hasil Pemeriksaan
Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan oPD
Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) _ - - T T -
Ruang lingkup ___: LHP APIP dan BPK . T e — —_ = S I




Tanggal
Z | Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama | Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Tim pada Bidang Sosial Budaya & Pela?tgan Jmi| Jmi Jmi Anggaran Sarpl:as Keterangan
NO. g Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan aan HP| SDM Penunjang
1]
1 ]2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12
i ] i 1Aprl sdf 2 79 35945400 | 10kendrd4, 16 Pemeriksaan
4 Lanjutan Pemeriksaan Reguler Inspektorat DIY Sisa TA 2019 UPTD _ ‘;"Apﬁ, Laptop, 16 komp, 16|  Reguler 20 hr
1 Balai Renabililasi Sosial Bina Karya dan Laras | 1 Balai Pengembangan Perbibitan Temak dan | 1 Balai Pengembangan Jasa Konstruksi 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga| 2020 printer termasuk ekspose 1
DIY Diagnostik Kehewanan DIY hr
2 Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan 2 Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah 2 Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran 2 Rumah Sakit Paru Respira
Sosial DIY Istimewa Yogyakarta (KPPD DIY) di
Kabupaten Gunungkidul
3 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial 3 Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah 3 Balai Pengelolaan Infrastruklur Air Limbah dan | 3 Balai Latihan Kerja dan Pengembangan
Wanita DIY Istimewa Yogyakarta (KPPD DIY) di Alr Minum Perkotaan Produktivitas
Kabupaten Bantul
4 Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta 4 Balai Pengembangan Perbenihan dan 4 Balai Latihan Pendidikan Teknik 4 Taman Budaya
Pengawasan Mutu Benih Tanaman
Pertanian
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI UPTD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI
Ruang fingkup  : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan
3 April s.d. 15 79 305,535,900] 10kendrd 4, 16 |Pemeriksaan reguler
__PEMERIKSAAN REGULER SMA/SMK 1 (16) _ 24 Agri Laptop, 16 komp, 6] 10 hari termasuk
1 SMKN 1 Kalasan 1 SMKN 1 Yogyakarta 1 SMAN 1 Banguntapan, Bantul 1 SMKN 2 Sewon, Bantul 2020 printer ekspose 1 han
2 SMAN 2 Steman 2 SMAN 6 Ygyakarta 2 SMAN 2 Banguntapan, Bantul 2 SMAN 1 Kasihan, Bantul
3 SMAN 1 Minggir 3 SMAN 9 Yogyakarta 3 SMKN 1 Sewon, Bantul 3 SMAN 1 Pajangan, Bantul
4 SMAN 1 Tempel 4 SMAN 10 Yogyakarta 4 SMAN 1 Plered, Bantul 4 SMAN 1 Sewon, Bantul
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan
27 April 4 79 35,845,400 10kendrd 4, 16 |Pemeriksaan reguler
PEMERIKSAAN REGULER SMA/SMK 2 (16) s.d. 30 Laptop, 16 komp, 16] 2 x 10 hari termasuk
April 2020 printer ekspose 1 hari
1 SMKN 2 Kasihan, Bantul 1 SMAN 1 Bambanglipuro, Bantul 1 SMKN 1 Depok, Sleman 1 SMAN 1 Depok, Sleman
= 2 SMKN 3 Kasihan, Bantul 2 SMAN 1 Bantul, Bantul 2 SMKN 2 Depok, Sleman 2 SMAN 1 Gamping, Sieman
=%
< 3 SMKN 1 Pajangan, Bantul 3 SMKN 2 Psjangan, Bantul 3 SMKN 2 Godean, Sleman 3 SMAN 1 Godean, Sleman
4 SMKN 1 Pandak, Bantul 4 SMAN 3 Bantul, Bantul 4 SMKN 1 Seyegan, Steman 4 SMAN 4 Yogyakaria
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan
MONEV DANA DESA (R|KSUS 5 TlM) 10 45 33,500,000 [5 kend rd 4, 5 Pemeriksaan
Laptop. 5 komp, 5 |khusus, 5 Tim
Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu
Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu T B I
Ruang lingkup : Pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Dokumen Perencanaan i -
1 100 - Komputer, LCD,
PMPRB Printer
Tujuarl ) : Me!akukan serangkaian persiapan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
Sasaran : Seluruh komponen penilaian PMPRB T - 0 T - - - T T
Ruang lingkup  : komponen penilaian PMPRB Tahun 2019 - - - T




Tanggal
Z | Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama | Tim pada Bidang Perekonomian & Nama | Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Tim pada Bidang Sosial Budaya & Pelalgtgan Jmi} dml {0 an ggaran Sarpras Keterangan
NO. g Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan aan HP| SDM Penunjang
o0
112 3 4 5 6 7 8 | 9 0 __ 11 - 12
73,700,000] 10 kendrd 4, 11 emeriksaan
REVIU DAK (RlKSUS 11 TIM) 10 s komputer, 11 printer|  khusus, 11 Tim
Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas laporan DAK, aduan atau permasalahan tertentu
Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu
Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus
Advisory Hasil Pemeriksaan
Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD
Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Ruang lingkup : LHP APIP dan BPK
5 4Mei sd.|] 11 79 251,617,800 10kendrd 4, 16 |Pemeriksaan reguler
LANJUTAN PEMERIKSAAN REGULER SMA/SMK 2 (16) 19 Mei Laplop, 16 komp, 16} 2x 10 har temasuk
2020 printer ekspose ri
1 SMKN 2 Kasihan, Bantul 1 SMAN 1 Bambanglipuro, Bantul 1 SMKN 1 Depok, Sleman 1 SMAN 1 Depok, Steman
2 SMKN 3 Kasihan, Bantul 2 SMAN 1 Bantul, Bantul 2 SMKN 2 Depok, Sleman 2 SMAN 1 Gamping, Steman
3 SMKN 1 Pajangan, Bantul 3 SMKN 2 Pajangan, Bantul 3 SMKN'2 Godean, Sieman 3 SMAN 1 Godean, Steman
4 SMKN 1 Pandak, Bantul 4 SMAN 3 Bantul, Bantul 4 SMKN 1 Seyegan, Sleman 4 SMAN 4 Yogyakarta
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SP, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan
20 Mei 5 79 125,808,900 | 10kendrd 4, 16 Pemeriksaan
PEMERIKSAAN REGULER OPD RISIKO RENDAH 20205.d 20 Laptop, 16 komp. 16| Reguler 2% 7 hr
1 Biro Umum, Humas dan Protokel 1 Dinas Perizinan dan Penanaman Modal 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerzh 1 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat “'115i 20:: printer termasuk ekspose 1
dilanjutkan hr
2 Biro Tata Pemerintahan 2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 Paniradya Kaistimewan 2 Biro Bina Mental Spiritual Jdi b;lg;o
uni
3 Biro Hukum 3 Biro Administrasi Perekonomian dan SDA 3 Biro Pengembangan !nfrastruktur Wilayah dan | 3 Biro Organisasi
Pembiayaan Pembangunan
4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan saran untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SOM, SP|, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
g Ruang lingkup  : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan
REVIU RANCANGAN AKHIR RKPD 2021 ( RIKSUS 4 TIM ) I e P e
puter, 4 printer |4 Tim
Tujuan : Memperoleh keyakinan terbatas atas RKPD 2020 yang disusun oleh Pemda D1Y telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
Sasaran : RKPD Pemda DIY
Ruang lingkup  : pengaduan masyarakal, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Dokumen Perencanaan
PEM ERI Ks AAN KHUSUS 4 'nM 10 36 26,800,000] 4kendrd4, 4 |[Pemeriksaan Khusus|
komputer. 4 printer |4 Tim
Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu
Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu
Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Dokumen Perencanaan
27 30,540,000 4kendrdd, 2
E KPP D laptop, 4 komp, 4
Tujuan : Melakukan evaluasi LPPD Pemerintah Kabupater/ Kota
Sasaran : LPPD Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY - - - - - -7
Ruang lingkup  : LPPD Pemerintzh Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2019 - T T - . T




Tanggal

Z | Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama | Tim pada Bidang Perekonomian & Nama | Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Tim pada Bidang Sosial Budaya & Pelaksan Jmif Jml Jml Anggaran Sarpras Keterangan
NO. g Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan aan HP| SDM Penunjang
[++]
1|2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 1 12
Advisory Hasil Pemeriksaan
Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepalan Penyelesaian Permasalahan OPD
Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Ruang lingkup  : LHP APIP dan BPK
2 Juni s.d. 2 79 125,808,900 | 10 kendrd 4, 16 Permeriksaan
s LANJUTAN PEMERIKSAAN REGULER OPD RISIKO RENDAH 3 Juni 2020 Laptop, 16 komp, 16| Reguler 2x 7 hr
1 Biro Umum, Humas dan Protokol 1 Dinas Perizinan dan Penanaman Modal 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat printer lermasukh:kspose 1
2 Biro Tata Pemerintahan 2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2 Paniradya Kaistimewan 2 Biro Bina Mental Spiritual
3 Biro Hukum 3 Biro Administrasi Perekonomian dan SDA 3 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayashdan | 3 Biro Organisasi
4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan saran untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Ruang lingkup  : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan
ni s.d. 125,808,900] 10kendrd 4, 16 Pemeriksaan
PEMERIKSAAN REGULER UPTD RISIKO RENDAH _ “jg Jufﬁ" o Laplop. 16 komp, 16| Reguler 2 7 hr
1 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten 1 Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna | 1 Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan| 1 Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan 2020 printer termasuk ekspose 1
Gunungkidul Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah hr
Sleman Yogyakarta dan Gunungkidul
2 Balai Rehabilitasi Sosiai dan Pengasuhan Anak| 2 Balai Laboratorium Lingkungan 2 Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan| 2 Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah
Kulon Progo dan Bantu!
3 Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras | 3 Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia| 3 Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik 3 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
. Pertanian Daerah Wanita -
4 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial 4 Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran 4 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten
Remaja Bantul
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan saran untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
.. |Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan
c
S o
3 PEMERIKSAAN REGULER DANAIS o B B R S
1 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY 1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 1 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan 1 Dinas Kebudayaan DIY 2020 'pﬁmer '
Energi Sumber Daya Mineral DIY dilanjutk
2 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2 Dinas Pariwisata DIY 2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Juli 2020
DIY
3 Satuan Polisi Pamong Praja DIY 3 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY | 3 Dinas Komunikasi dan [nformatika DIY 3 Taman Budaya Yogyakarta
4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 4 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4 Paniradya Kaistimewan 4 Museum Negeri Sonobudoyo
DIy
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Pengelolaan dana keistimewaan
Ruang lingkup  : Kesesualan Pengelolaan dana keistimewaan terhadap peraturan perundang-undangan
24 26,800,000 1kendrd 4, 1 Pemeriksaan
REVIU RANCANGAN KUA PPAS (RIKSUS 4 TIM) laptop, 1 komp, 1 |  Khusus. 4 Tim
printer
Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu
Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu o T T o

Ruang lingkup  : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus




Tanggal
Z | Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama | Tim pada Bidang Perekonomian & Nama | Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Tim pada Bidang Sosial Budaya & Pelaﬁgan Jmi| Jml Jml Anggaran 53"9’_35 Keterangan
NO. g Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan aan HP| SDM Penunjang
1]
1] 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12
Advisory Hasil Pemeriksaan
Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD
Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Ruang fingkup  : LHP APIP dan BPK
7 1 Julisd. 8 79 251,617,800 | 10kendrd 4, 16 Pemeriksaan
10 Juli Laptop, 16 komp, 16 Reguler 20 han
LANJUTAN PEMERIKSAAN REGULER DANAIS 0. 16 Komp. 6] regor 20 ar
1 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY 1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 1 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan 1 Dinas Kebudayaan DIY hari
Energi Sumber Daya Mineral DIY .
2 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2 Dinas Pariwisata DIY 2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
DIY
3 Satuan Polisi Pamong Praja DIY 3 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY | 3 Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 3 Taman Budaya Yogyakarta
4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 4 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4 Paniradya Kaistimewan 4 Museum Negeri Sonobudoyo
DIY
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Pengelolaan dana keistimewaan
Ruang lingkup : Kesesuaian Pengelolaan dana keistimewaan terhadap peraturan perundang-undangan
13dulisd.| 14 79 143,781,600 | 10 kend rd 4, 16 Pemeriksaan
PEMERIKSAAN REGULER 2020 (OPD RISED) 20 Ju Laptop, 16 komp, 16| Reguler 20 hari
1 Badan Kepegawaian Daerah 1 Sektretariat DPRD 1 Dinas Pariwisata 1 Dinas Kesehatan 2019 printer termasuk ekspose 1
dilanjutkan hari dan fisik LD
2 Badan Pendidikan dan Pelatihan 2 Dinas Pertanahan dan Tala Ruang 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Inspeklorat Agustus
Dinas Pemberdayaan Perempuan 2020
3 Satuan Polisi Pamong Praja 3 Perlindungan Anak dan Pengendalian 3 Dinas Komunikasi dan Informatika 3 Badan Penghubung Daerah
Penduduk
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SOM, SPI termasuk PPRG
Ruang lingkup  : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan
LARWASDA DAN PEMUTAKHIRAN DATA TLHP R R
Tujuan : Memberikan informasi perkembangan hasil pengawasan dalam periode tertentu serta media TLHP laptop. 1 printer
Sasaran : Hasil pengawasan
Ruang fingkup  : Hasil pengawasan BPK Rl dan APIP
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SPI KPK) 135,000,000 | 2kendrds. i}
omputer, 1 printer,
Tujuan : Meningkatkan kesadaran resiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi 2 laptop, 2 LCD
E Sasaran : Pemda DIY
Ruang lingkup  : Pemda DIY Tahun 2020
10 30 33,500,000 | 5 kend rd 4, 1 kend |Pemeriksaan
MONEV DANA DESA (RIKSUS 5 TIM) rd2, 5laptop, 5 |lkhusus, 5 Tim
rinter
Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu 3
Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu T i - T
|Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alckasi Khusus, Dana Desa, Dokumen Perét;canaan 7 T




Tanggal

Z | Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama | Tim pada Bidang Perekonomian & Nama | Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Tim pada Bidang Sosial Budaya & petaksan | ™| 4™ | 51 An ggaran Sarpras Keterangan
NO. g Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan aan HP| SDM Penunjang
1]
11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
13 107,200,000] 10 kend rd 4, 16 Pemeriksaan
laptop, 16 komp, 16|  khusus, 16 Tim
REVIU PENCAIRAN DAK (RIKSUS 16 TIM) to o
Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu
Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu
Ruang lingkup : pengaduan masyarakal, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus
24 26,800,000 4kendrd4,4 Pemeriksaan
REVIU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD (RIKSUS 4 TiM) "“P"’p‘;;n:‘;mp- 4| Khusus,4Tim
Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalzhan tertentu
Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu
Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, lugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus
12 46,480,000 | 2 kend rd 4, 1 kend | Telaah sejawat antar
TELAAH SEJAWAT ANTAR INSPEKTORAT SE - DIY rd 22 LCD. 1 laptop. | Inspektorat se - DIY
Tujuan : Memberikan informasi perkembangan hasil pengawasan dalam periode terientu serta media TLHP 1 printer
Sasaran : Hasil pengawasan
Ruang tingkup  : Hasil pengawasan BPK Ri dan APIP
Advisory Hasil Pemeriksaan
Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD
Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Ruang lingkup  : LHP APIP dan BPK
4 4
8 LANJUTAN PEMERIKSAAN REGULER 2020 (OPD RISED) Sgusus| 6] el 215672400 okendedTo
1 Badan Kepegawaian Daerah 1 Sektretariat DPRD 1 Dinas Pariwisata 1 Dinas Kesehatan Agustus printer
2 Badan Pendidikan dan Pelatihan 2 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Inspektorat 2020
Dinas Pemberdayaan Perempuan
3 Satuan Polisi Pamong Praja 3 Perlindungan Anak dan Pengendalian 3 Dinas Komunikasi dan Informatika 3 Badan Penghubung Daerah
Penduduk
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUS! SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sacaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SOM, SP!, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Ruang lingkup  : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan
11 Agustus| 12 79 125,808,800] 10 kendrd 4, 16 |[beranjut di bulan
PEMERIKSAAN REGULER 2020_(UPTD RISED) . s.d. 31 Laptop, 16 komp, 16|September
1 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di 1 Balai Pengembangan Perbenihan dan 1 Balai Pelatihan Kesehatan 1 Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Agustus printer
Kabupaten Gunungkidul Pengawasan Mutu Benih Tanaman Disabilitas 2020
Pertanian dilanjutkan
2 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di 2 Balai Pengembangan Teknologi Perikanan 2 Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha 2 Balai Penyelenggaran Jaminan Kesehatan di
Kabupaten Bantul Budidaya Sosial September
8 |3 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DI di 3 Kantor Peiayanan Pajak Daeran DIY & 3 Taman Budaya 3 Balai Laboratorium Kesehatan dan 2020
a Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman Kalibrasi
< 4 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di 4 Balai Latihan Pendidikan Teknik
Kabupaten Kota Yogyakarta
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan

Sasaran

kuang lingkup

: Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

: Kesesuaian pe!éksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan




Tanggal
Z | Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama | Tim pada Bidang Perekonomian & Nama | Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Tim pada Bidang Sosial Budaya & Pe!alg(gan Jml| Imi Jml Anggaran Sarplzas Keterangan
NO. g Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan aan HP| SDM Penunjang
m
112 3 4 5 6 7 8 | 9 10 iK 12
RIKSUS 5 TIM 10| 30 33,500,000}0p, 5 komp, 5 printer
Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu
Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu
|Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus
Advisory Hasil Pemeriksaan
Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD o
Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) o ]
Ruangfingkup  : LHP APIP dan BPK -
- 1 Septs.d. 3 79 143,781,600] 10kendrd 4, 16 |Pemeriksaan
9 LANJUTAN PEMER'KSAAN REGULER 2020 (UPTD RlSED) 3 Sept Laptop, 16 komp, 16|Reguler 15 hari
1 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di 1 Balai Pengembangan Perbenihan dan 1 Balai Pelatihan Kesehatan 1 Balai Rehabiltasi Terpadu Penyandang 2020 printer termasuk ekspose 1
Kabupaten Gunungkidul Pengawasan Mulu Benih Tanaman Disabilitas hari
Pertanian
2 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di 2 Batai Pengembangan Teknologi Perikanan 2 Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha 2 Balai Penyelenggaran Jaminan Kesehatan
Kabupaten Bantul Budidaya Sosial
3 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di 3 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di 3 Taman Budaya 3 Balai Laboratorium Kesehatan dan
Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Steman Kalibrasi
4 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di 4 Balai Latihan Pendidikan Teknik
Kabupaten Kota Yogyakarta
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SCM, SPI, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
IRuang Iingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan
4 15 79 251,617,800 10 kend rd 4, 16 lanjut di bulan
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP KABUPATEN/KOTA Seplember Laptop, 16 komp, 16|  Oklober 2019
s.d. printer
. September
Tujuan Melakukan evaluasi SAK[P Kabupalen Steman, Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo 2020
Sasaran Laporan Akunlablmas Kinerja lnstansx Pemerintah pada Kabupalen Kabupaten Sleman, Bantul Kota Yogyakarta dan Kulon Progo
Ruang fingkup  : Laporan Akumablmas Kinerja Instansi Pemenmah pada Kabupalen Kabupaten SIeman Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo
25 4 79 359,454,000f 10 kend rd 4, 16 Pemeriksaan
PEMER'KSAAN REGU LER KABUPATENI KOTA September Laptop, 16 kump, 16 Reguler 20 hr
& [ 1 Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 1 Sekrelariat DPRD Kab Gunungkidul 1 Sekretariat DPRD Kab Kulon Progo 1_Sekretariat DPRD Kab Sleman S;&jger printer termasuk ekspose 1
g 2 Sekretariat Daerah Kota Yogyakanta 2 Sekretariat Daerah Kab Gunungkidul 2 Sekrelariat Daerah Kab Kulon Progo 2 Sekretariat Daerah Kab Sleman 2020
‘g‘- 3 Bappeda Kota Yogyakarta 3 BKAD Kab Gunungkidul 3 Bappeda Kab Kulon Progo 3 Bappeda Kab Sleman ditanjutkan
@ 4 Dinas Pertaru Kota Yogyakarta 4 Inspeklorat Daerah Kab Gunungkidul 4 BKAD Kab Kulon Progo 4 BKAD Kab Steman di ggxz%ber
5 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5 Sekretariat DPRD Kab Bantul 5 Sekretariat Daerah Kab Bantul
Tujuan (1) Menilai ketaatan pelaksapraglilemadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Ruang hngkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan
48 53.600.000 1kendrd 4, 1 Pemertksaan
REVIU DAK (RIKSUS 8 TlM) laptop, 1 komp, 1 khusus, 8 Tim
int,
Tujuan Mendapatkan kebenaran data dan mformasi atas sua:u aduan alau permasalahan lenenlu nrmer
Sasaran _:Datadan informasl aktual yang te lerkanl it dengan aduanlpermasalahan tertentu T _M T
Ruang lingkup :pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus T T T T T T




Tanggal
Z | Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama | Tim pada Bidang Perekonomian & Nama | Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Tim pada Bidang Sosial Budaya & Pelalg(!s‘an Jml| Jml Jml Anggaran Sarpras Keterangan
NO. | 5 i Nama Obyek Pemeriks HP| SDM Penunjang
3 Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan ama Obyek Pemeriksaan aan
m
12 3 4 5 3 7 8 [ 9 10 1 12
1] 110 44,806,000 | 2 kendr dinas roda
RAKORWASDA 4.11aptop, 1
komputer, 1 printer
Tujuan : Koordinasi penyusunan program kerja pengawasan tahunan untuk tingkat D1Y, Kabupaten dan Kota se DIY
Sasaran : Obyek pemeriksaan yang akan dilimpahkan oleh kabupaten dan kota kepada DIY
Ruang lingkup  : Obyek pemeriksaan tahun 2021
Advisory Hasil Pemeriksaan
Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Pennasa!ahan OPD
Sasaran : deak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Ruang lingkup  : LHP APIP dan BPK
10 1 Oktober 16
LANJUTAN PEMERIKSAAN REGULER KABUPATEN/KOTA sd.22
Oktober
1 Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 1 Sekretariat DPRD Kab Gunungkidul 1 Sekretariat DPRD Kab Kulon Progo 1 Sekretariat DPRD Kab Sleman 2020
2 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 2 Sekretariat Daerah Kab Gunungkidul 2 Sekretariat Daerah Kab Kulon Progo 2 Sekretariat Daerah Kab Sleman
3 Bappeda Kota Yogyakarta 3 BKAD Kab Gunungkidul 3 Bappeda Kab Kulon Progo 3 Bappeda Kab Sleman
4 Dinas Pertaru Kota Yogyakarta 4 Inspektorat Daerah Kab Gunungkidul 4 BKAD Kab Kulon Progo 4 BKAD Kab Steman
5 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5 Sekretariat CPRD Kab Bantul 5 Sekretariat Daerah Kab Bantu!
Tujuan : (1)7N1eﬂai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran _ ! Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SOM, SP|, dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Ruang lingkup  : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan lerhadap peraturan perundang-undangan
359,454,000] 10kendrd 4, 16 | Termasuk ekspose
PEMERIKSAAN REGULER 2020 (OPD/UPTD RISTI) vl B Lo e o te| e
1 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |Oktober printer
S o ESDM__ . I . fe020
Dmas Perindustrian dan Pgrdﬁgaﬂan 12 qugrl ggn@!a Keuangan dan Aset 2 Dinas Perhubungan 2 Dinas Sosial dilanjutkan
“““““ "Dinas Pe Pgtaman dan Ketahanan Pangan 3 Dinas Kelautan dan Perikanan =~~~ |3 Dinas Kebudayaan |3 Dinas Tenaga Ker]a dan Transm;gﬂ .
4 Balai Layanan Perpuslakaan 4 Balai Pengelolaan Sampah 4  Balai Pengembangan Jasa Konstruksi 4 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten November
Sleman 2020
5 Balai Pemuda dan Olah Raga " 7|s Pelabuhan Perikanan Pantai 5 Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan |5 Balai Latihan Kerja dan Pengembangan
. o o} AirMinum Perkotaan Produktivitas B o
6 Rumah Sakit Jiwa Grhasia 6 Balai Pengembangan Perbibitan Temak dan |6 Balai Pendidikan M Menengah Kota Yogyakana 6 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten
. o __ _|  Diagnostik Kehewanan L o | kulon Progo -
7 Museum Negeri Sonobudoyo 7 Rumah Sakit Paru Respira
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Program, Keguatan Penunjang Kinerja Utama
Ruang lingkup  : pengaduan masyarakal, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus
PEMUTAKHIRAN DATA TLH P 100 23,500,000 | 3 kend rd 4, 1 kend pemutakhiran
5 rd2,2LCD. 1 |temuan pemeriksaan
S |Tujuan : Memberikan informasi perkembangan hasil pengawasan dalam periode tertentu serta media TLHP laptop. 1 printer BPKRI
3 Sasaran : Hasil pengawasan
Ruang lingkup : Hasil pengawasan AP!P
PELATIHAN KANTOR SENDIRI 1| 8o 7.710.000[ Komputer. LCD.

Tujuan

Sasaran

Ruang imgkup

: Isu aktual yang pertu didalami

Mennngkalkan kapasitas APIP Inspektorat DIY

: implementasi kebijakan/ atauran baru

Printer




. Tanggal
Z | Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama | Tim pada Bidang Perekonomian & Nama | Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Tim pada Bidang Sosial Budaya & Pelagkg an Jml| Jml Jml Anggaran Sarp|:as Keterangan
NO. g Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan aan HP| SDM Penunjang
m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 L 11 1?
48 53,600,000 8kendrd 4,8 Pemeriksaan
, 8 khusus, 8 Tim
REVIU DAK (RIKSUS 8 TIM) laptop, 8 komp
printer
Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu
Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu
Ruang lingkup  : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus .
10 30 33,500,000 Skendrd 4,5 Pemeriksaan
MONEV DANA DESA (RIKSUS 5 TIM) taptop, S komp, 5 | khusus, 5 Tim
Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu
Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu
Ruang lingkup  : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Dokumen Perencanaan
Advisory Hasil Pemeriksaan
Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD
Sasaran : Tindak Lanjut Hasd Pemenksaan (TLHP) )
Ruang lmgkup : LHP APIP dan BPK
2 Novs.d. 17 79
T LANJUTAN PEMERIKSAAN REGULER 2020 (OPD/UPTD RISTI) 24 Now d
1 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1  Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2020
ESOM
2 Dinas Perinduslrian dan Perdagangan 2 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 2__ Dinas Perhubungan 77 |2 oinasSosial ]
3 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3  Dinas Kelautan dan Perikanan 3 Dinas Kebudayaan < _qua_g Tenaga Kerja dan Transm:gras-
4 Balai Layanan Perpustakaan 4 Balailf Pengelolaan Sampah 4 Balai Pengembangan Jasa Konstruksi 4 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten
Sleman
" § Balai Pemuda dan Olah Raga § Pelabuhan Perikanan Pantai §  Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan |5 Balai Latihan Kerja dan Pengembangan
o o _ o B o Air Minum Perkotaan | _ Produktivitas
6 Rumah Sakit Jiwa Grhasia 6 Balai Pengembangan Perbibitan Temak dan |6 Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta |6 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten
I _ _Diagnostik Kehewanan _ _ . _ | _ KulonProgo o .
7 Museum Negeri Sonobudoyo 7 Rumah Sakit Paru Respira
Tujuan : (1) Menilai ketaatan pe!aksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran : Program, Kegiatan Penunjang Kinerja Utama
Ruang lingkup  : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus
25 4 79 17,972,700}10 kend rd 4, 16
PEMERIKSAAN REGULER DANAIS (2) November Laptop, 16 komp, 16
— — 2020 s.d 30 printer
1 Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY 1 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 1 Dinas Perhubungan DIY 1 Badan Penghubung Daerah November
2 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2 Biro Organisasi Setda DIY 2 Dinas Sosial 2020
. dilanjutkan
3 Biro Hukum Setda DIY 3 Biro Umum dan Protokol Setda DIY 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Dinas Kesehatan DIY di bulan
4 Badan Kepegawaian Daerah DIY 4 Biro Pemberdayaan Masyarakat 4 Biro Pengembangan Infrastruktur dan 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Desember
5 Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Perlindungan Anak dan Pengendalian 2020
‘E Penduduk DIY
% Tujuan : (1) Menilai kelaalan pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
2 o - B
Sasaran Pengelolaan dana keistimewaan
Ruang lingkup  : Kesesuaian Pengelolaan dana keistimewaan terhadap peraturan perundang-undangan
10 48 53.600,000 6kendrd 4, 8 Pemeriksaan
REVIU DAK (RIKSUS 8 TIM) laptop, 8 komp, 8 |  Khusus, 8 Tim
printer
Tu;uan Mendapelkan data dan mformasl atas suatu aduan alau permasalahan tertentu
Sasaran : Data dan mformam aklual yang lerkah dengan aduanlpermasalahan tertenlu T - o i
Ruang lingkup : pengaduan masyarakal tugas khusus pendalaman temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusu: T T o




Tanggal

Z | Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama | Tim pada Bidang Perekonomian & Nama | Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Tim pada Bidang Sosial Budaya & | Lo Jmil Jmi b ol ggaran Sarpras Keterangan
NO. g Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemeriksaan aan HP| SDM Penunjang
[}
1] 2 3 4 5 6 7 38| 9 10 11 12
1] 80 7.710,000| Komputer, LCD,
PELATIHAN KANTOR SENDIRI puter.|
Tujuan : Meningkatkan kapasitas APIP Inspektorat DIY
Sasaran : Isu aktual yang periu didalami
|Ruang lingkup : tmplementasi kebljakan/ aturan baru
Advisory Hasil Pemeriksaan
Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD
Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Ruang lingkup : LHP APIP dan BPK
12 1sd.21 | 15 79 341,481,300 10 kend rd 4, 16
LANJUTAN PEMERIKSAAN REGULER DANAIS (2) Desember ;ﬁﬁ::f’ 16 komp, 16
1 Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY 1 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 1 Dinas Perhubungan DIY 1 Badan Penghubung Daerah
2 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2 Biro Organisasi Setda DIY 2 Dinas Sosial
3 Biro Hukum Setda DIY 3 Biro Umum dan Protokol Setda DIY 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Dinas Kesehatan DIY
4 Badan Kepegawaian Daerah DIY 4 Biro Pemberdayaan Masyarakat 4 Biro Pengembangan Infrastruktur dan 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk DIY
ﬁujuan ~ 1 (1) Menilai ketaatan pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan
Sasaran ~ :Pengelolaan dana keistim
Ruang lingkup  : Kesesuaian Pengelolaan dana keistimewaan terhadap peraturan perundang-undangan
228D23 2| 79 53,245,000 10 kend rd 4, 16 |Pemeriksaan reguler
Cash Opname dan Stock Opname Anggaran Tahun 2020 SKPD DIY Deserber Laptop. 16 komp. 16] 2 hari temerak
Tujuan B Memenksg Elis pengelolaan kas & barang persediaan pada akhir tahun anggaran 2020 printer ekspose 1 hari
Sasaran ) : Kas dan setara kas serta barang persediaan tahun anggaran berjalan
Ruang lingkup Perhllungan kas dan barang persediaan tahun anggaran 2019 pada SKPD di DIY
100 22,600,000 | 3 kend rd 4, 1 kend
Pemutakhiran Data TLHP 1d2.2LCD, 1
Tujuan : Memben‘kan informasi perkembangan hasil pengawasan dalam periode tertentu serta media TLHP laptop. 1 printer
Sasaran : Hasil | pengawasan
- e
é Ruang lmgkup : Hasil pengawasan APIP
@ 26,800,000 | 3 kendrd 4, 1 kend
g MONEV DANA DESA ¢d2.2LCD, 1
iaptop. 1 printer
Tujuan Mendapa(kan kebenaran data dan informasi alas suatu aduan atau permasalahan tenentu plop. 1#
Sasaran : Data dan informasn aktual yang terkan dengan aduan/permasalahan tertentu -

Ruang lmgkup : Rekomendasu kepada pimpinan atas kebenaranlkeudak benaran suatu aduan atau pe:masalahan

MONEV AKSI PPK

Tujuan : Mendapatkan kebenaran data clan mformas1 atas suatu aduan atau permasalahan lenenlu

Sasaran : Data dan mformasa aktual yang terkan dengan aduan/permasalahan lertenlu

Ruang Iingkﬁp

: Rekomendasi kepada pimpinan atas kebenaranlkendak benaran suatu aduan atau perrnasa!ahan




Tanggal

NO. Z | Tim pada Bldang Pemerintahan & Nama | Tim pada Bldang Perekonomlan & Nama | Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Tim pada Bidang Soslal Budaya & Palakain Jmil| Jml Jm! Anggaran 53"9"_35 Keterangan
i g Obyek Pemerlksaan Obyek Pemeriksaan Nama Obyek Pemerlksaan Nama Obyek Pemerlksaan = HP| SDM Penunjang
m
1| 2 3 4 5 6 7 B | 9 10 11 12
0 7.710,000| Komputer, LCD,
PELATIHAN KANTOR SENDIRI 1 e Brinter
Tujuan : Meningkatkan kapasitas APIP Inspeklorat DIY
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LAMPIRAN II

PENJELASAN TEKNIS PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
(PKPT) TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peran pengawasan APIP merupakan faktor

penting dalam hal mengantisipasi / mendorong terwujudnya aparatur pemerintah

yang bersih, bebas dari KKN. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur pada

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, Inspektorat memberikan jaminan keyakinan (quality assurance) dan

konsultasi (consulting), antara lain :

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisien dan
efektif, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD.

Dari ke tiga hal tersebut Inspektorat DIY telah melakukan pendampingan kepada

SKPD sejak dari perencanaan, pencegahan/peringatan dini sampai dengan

pemeriksaan, reviu dan evaluasi/pengukuran kinerja. Maka dalam melaksanakan

fungsi pengawasan berdasarkan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaran

Pemerintah Daerah Tahun 2020, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

Anggaran 2020 akan melakukan pengawasan intern dan pengawasan lainnya.

Pengawasan intern yaitu :

1. Pemeriksaan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang,
kepegawaian secara berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.

Pemeriksaan Khusus/pengembangan temuan/pemeriksaan khusus lainnya.

w

Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN).

Evaluasi LKJIP SKPD Tahun 2019.

Review Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

Review atas laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah.

N o o s

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.
Sedangkan pengawasan Lainnya:

1. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD.



N o g s

Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan pelaksanaan program
dan kegiatan (Pengukuran Kinerja Instansi) Tahun Anggaran 2020.

Melakukan Cash Opname dan Stock Opname pada SKPD Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pemeriksaan Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Telaah Sejawat antar Inspektorat Provinsi

Quality Assurance.

DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Berlakunya Undang-
Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 108);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2008 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2020;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

TUJUAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Pasal 377 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ditentukan : pengawasan atas pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah
sesuai peraturan perundang-undangan, Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah menentukan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki
terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
288/KEP/2019 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun

2020, dan telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah



Istimewa Yogyakarta Nomor 95/KPTS/2019 tentang Tindak Lanjut Program Kerja
Pengawasan Tahunan Tahun 2020 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tujuan pengawasan yang akan dicapai melalui Program Kerja Pengawasan
Tahunan tahun 2020 sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan tahun
2020;

2. Mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan
kegiatan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya pengawasan yang
tumpang tindih dan bertubi-tubi;

3. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan
efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah

4. Meningkatkan akuntabilitas publik Instansi Pemerintah Daerabh;

5. Memberikan peringatan dini (early warning system)dan meningkatkan
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah;

6. Menetapkan prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar bersifat strategis
dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.

8. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan hasil pengawasan.

POKOK-POKOK PERENCANAAN PENGAWASAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2020, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah
usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi fokus dan sasaran pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:
I. Fokus dan Sasaran Pengawasan Umum
A. Pengawasan Umum, difokuskan kepada:
1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke
pemerintah pusat;
b) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke

daerah kabupaten/kota;



d)

penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah
kabupaten/kota kepada daerah provinsi; dan

kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah

berdasarkan pembagian urusan.

Kelembagaan daerah, dengan sasaran:

a)

b)

pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi
kelembagaanperangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan
kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:

a)

b)

d)

e)

pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan
bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran
dalam 1 (satu) tahun;

pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan
pendidikan dan urusan kesehatan;

pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan
mutasi kepegawaian;

pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan
Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran,
satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi
administrasi kependudukan; dan

pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.

Keuangan daerah, dengan sasaran:

a)

b)

c)

d)

f)

kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan
yang menjadi kewenangan daerah;

tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai
anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan
kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah;

kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan
retribusi daerah;

kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah
dan bantuan sosial; dan

kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.



Pembangunan daerah, dengan sasaran:

a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan
yang menjadi kewenangan daerah;

b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan
daerah; dan

c) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional(one mappolicy).

Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:

a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;

b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan
terintegrasi secara elektronik (online single submission); dan

c) kepatuhan kepala  daerah menindaklanjuti rekomendasi
Ombudsman.

Kerja sama daerah, dengan sasaran:

a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;

b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak
ketiga; dan

c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga
atau pemerintah daerah di luar negeri.

Kebijakan daerah, dengan sasaran:

a) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi:

1) evaluasi rancangan peraturan daerabh;
2) fasilitasi rancangan peraturan daerah;
3) klarifikasi peraturan daerah;

4) pemberian nomor register; dan

5) pembatalan peraturan kepala daerah.

b) kesesuaian peraturan daerah dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau
kesusilaan; dan

c) capaian program pembentukan peraturan daerah.

Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan sasaran:

a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif
pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala
daerah dan wakil kepala daerah; dan

b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban,
larangan, dan pelanggaran administratif kepala daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



Il. Fokus dan Sasaran Pengawasan Teknis

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria

urusan

pemerintahan daerah provinsi dan/atau pemerintahan daerah

kabupaten/kota, meliputi:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:

1) penurunan stunting;
2) angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
3) eliminasi tubercolosis (TBC);
4) pengendalian penyakit tidak menular; dan
5) cakupan imunisasi dasar lengkap.
b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan
sasaran:
1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;

2)

3)

4)

5)

bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan
integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial
untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar
udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta
kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk
kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerabh;

bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen)
akses pelayanan dasar air minum;

bidang sanitasi yaitumewujudkan 100% (seratus persen) akses
pelayanan dasar sanitasi; dan

bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup

masyarakat berpenghasilan rendah.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;

rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;

rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;

rehabilitasi sosial anak di dalam panti;

rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;

rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam
panti;

perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat

bagi korban bencana;



10) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban
bencana; dan

11) pengelolaan data fakir miskin.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, dengan sasaran:

1) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;

2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;

3) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan
pembangunan; dan

4) pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran

pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik.

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

dengan sasaran:

1) pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro
kecil dan menengabh;

3) penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan
menengah;

4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

5) peningkatan kelembagaan koperasi;

6) peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengabh;

7) pengawasan koperasi; dan

8) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi.

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan,dengan sasaran:

1) Pendidikan Menengah

a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 16
tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar
pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan;

b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan
dasar peserta didik pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah
menengah kejuruan; dan

c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah

menengah kejuruan.



2) Pendidikan Khusus.

a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun
sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar
pendidikan khusus;

b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan pada pendidikan khusus.

Urusan PemerintahanBidang Kebudayaan dengan sasaran:
1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
2) revitalisasi museum; dan
3) fasilitasi komunitas budaya.
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan
akreditasi dan pengawasan kearsipan.
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
1) stabilisasi pasokan harga dan pasar;
2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan
prasarana pertanian; dan
3) optimalisasi lahan.
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
1) pembangunan sentra industri kecil menengah;
2) revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
3) pertumbuhan wira usaha baru.
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;
3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat;
4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
5) penegakan Peraturan Daerah;
6) rencana penanggulangan bencana;
7) mitigasi/pencegahan bencana;
8) pemetaan rawan kebakaran;
9) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam
daerah kabupaten/kota; dan
10) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil,dengan sasaran:

1) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;



2) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);

3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk
Elektronik;

4) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan
selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

5) penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional.

6) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;

7) verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah kabupaten/kota;

8) pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional,

9) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di
semua kabupaten/kota;

10) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk
memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan
pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta
penegakan hukum dan pencegahan kriminal;

11) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database
kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh
Kementerian/Lembaga;

12) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk
mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala
Daerah serentak; dan

13) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan.

. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

dengan sasaran:

1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan,
dan pembangunan keluarga;

2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan/perlindungan  hak perempuan dari tindak pidana
perdagangan orang;

3) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;

4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan
eksploitasi; dan

5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan

pornografi.
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lll. Fokus dan Sasaran Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

a.

Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:

1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerabh;

2) pajak dan retribusi daerah;

3) hibah dan bantuan sosial;

4) belanja barang dan jasa;

5) belanja modal; dan

6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.

Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan
kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka
pelaksanaan urusan.

Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi

perangkat daerah.

. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak

ketiga.

Kinerja Rutin Pengawasan

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota,

meliputi:

10.
11.
12.
13.

© N o g s~ w NP

reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;

reviu rencana kerja pemerintah daerah;

reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;

reviu laporan keuangan pemerintah daerabh;

reviu laporan kinerja,

reviu penyerapan anggaran;

pemeriksaan kinerja perangkat daerah;

pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:

a. pemeriksaan investigatif;

b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
c. penghitungan kerugian keuangan negara.

pemeriksaan serentak kas opname;

pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
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V. Pengawasan Prioritas Nasional

VI.

VII.

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

1.

tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam

penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;

operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;

penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah

dan pembangunan daerah;

evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive

gender);

dana desa:

a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa; dan

b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa;

bantuan operasional sekolah:

a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi bantuan operasional
sekolah; dan

b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional

sekolah.

Pengawalan Reformasi Birokrasi

Pengawalan reformasi dan birokrasi pada daerah provinsi dan kabupaten/kota,

meliputi:

1.
2.

penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;

asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan

pengawasan, meliputi:

a. sistem pengendalian intern pemerintah;

b. kapabilitas APIP;

c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta
kekayaan aparatur sipil negara;

d. penilaian internal zona integritas;

e. penanganan benturan kepentingan;

f. penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan

g. penanganan pengaduan masyarakat.

3. evaluasi pelayanan publik.

Penegakan Integritas

Kegiatan penegakan integritas pada daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota, meliputi:

1.
2.

survey penilaian integritas;

penanganan laporan gratifikasi;
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3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan

4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIIl. Peningkatan Kapasitas APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

1. pemeriksaan investigatif;

pendampingan pengadaan barang dan jasa;
penerapan sistem manajemen resiko;

pemeriksaan dana alokasi khusus; dan

a > w N

sertifikasi profesi.

Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020 Inspektorat Daerah Istimewa
Yogyakarta disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2020, telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 288/KEP/2019 tentang Penetapan Program
Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020, dan telah ditindak lanjuti dengan Surat
Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95KPTS/2019 tentang
Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020 Inspektorat
Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta
melakukan :
1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan

keuangan, meliputi :

a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;

c. Reviu Laporan Keuangan;

d. Reviu Dokumen Perencanaan;

e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;

g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

h. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementrian/

Inspektorat Utama/lnspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementrian,

Inspektorat Provinsi;
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i. Pemeriksaan Dana Keistimewaan;
j- Pendampingan, asistensi dan fasilitas; dan

k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur.

2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance,
clean government dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi,
meliputi :

a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
- Pembangunan Zona Integritas;
- Pengendalian Gratifikasi;
- Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- Penanganan Pengaduan masyarakat;
- Penguatan Whistle Blowing System;
- Penanganan Benturan Kepentingan; dan
- Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi serta Peraturan Perundang-Undangan
tindak lanjutnya; dan

c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
a. Koordinasi program pengawasan;
b. Sapu Bersih Pungutan Liar; dan
c. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang
dianggap strategis di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten / Kota.

4. Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten/Kota, meliputi :

a. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

b. Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang difokuskan pada :

1) Alokasi, penyaluran, realisasi dan pertanggungjawaban dana Desa;

2) Pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial;
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3) Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengumpulan data
kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database, penyusunan
profil kependudukan Kabupaten/Kota;

4) Pemetaan dan penanggulangan bencana kabupaten/Kota dan
pencegahan serta pengendalian kebakaran; dan

5) Penyelesaian batas daerah.

BENTUK DAN HASIL PENGAWASAN

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020

dengan mempertimbangkan jumlah Auditor, P2UPD, jumlah anggaran dan skala

prioritas serta isu strategis yang mampu meningkatkan efektivitas sistem
pengendalian manajemen SKPD maka Inspektorat Daerah istimewa Yogyakarta
melakukan :

1. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.

Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Kabupaten/Kota. Hasil dari pemeriksaan berbentuk Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara komprehensif (menyeluruh)
meliputi tugas pokok dan fungsi ditinjau dari 4 (empat) aspek, yaitu aspek
keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode
kerja/pengendalian intern.

Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan
kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Irfjen Kementerian Dalam Negeri dan
Instansi terkait.

2. Pemeriksaan khusus/pengembangan temuan/pemeriksaan khusus lainnya.
Melakukan pemeriksaan untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/
penyelewengan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme juga untuk
meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang
berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media masa,
dan tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan.
Selain tersebut diatas dalam pemeriksaan khusus yang merupakan kegiatan
mandatory APIP antara lain reviu Dana Alokasi Khusus (DAK), reviu dana
desa, reviu dokumen perencanaan, probity audit.

3. Kegiatan pengusutan dilakukan apabila ada laporan/pengaduan dari
masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah
(Presiden atau Gubernur) dan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

mendapat perintah untuk mengadakan pemeriksaan dan pengusutan.
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Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang dilaksanakan
setiap tahun atas LKJiP yang telah disusun oleh SKPD dengan tujuan untuk
menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKJiP serta menilai
penggunaan informasi. Hasilnya berupa LHE LKJiP yang berisi rekomendasi.
LHE LKJiP dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri
Dalam Negeri c.qg. Irjen Kementerian Dalam Negeri.

Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Melakukan pemantauan terhadap pengembangan Hasil Diagnostic
Assesment oleh masing-masing SKPD sebagai bentuk implementasi Sistem
Pengendalian Intern. Hasil berupa informasi jumlah SOP pada SKPD dan
implementasinya.

Review atas laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah.

Melaksanakan review atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatkan kualitas
Laporan keuangan SKPD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.
Sedangkan tujuan review keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan
keyakinan keandalan informasi/laporan keuangan yang memadahi atas
laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur
kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten/Kota

Merupakan penilaian atas LKj Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam
rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
Melakukan EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017.

Laporan Hasil Sementara EKPPD disampaikan kepada Presiden Republik
Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Walikota se

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :
1. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD.
Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen Surat Pertanggung Jawaban

(SPJ) tiap bulan dari SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan
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catatan pemeriksaan awal sebelum melakukan pemeriksaan di obyek
pemeriksaan.

Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan
program dan kegiatan.

Melakukan Cash Opname dan Stock Opname.

Melakukan Cash Opname dan Stock Opname pada akhir Tahun Anggaran
2020 secara serentak pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan
persediaan barang dengan tujuan untuk percepatan penyusunan Laporan
Keuangan pada neraca komponen aset lancar SKPD. Hasilnya adalah
memberikan keyakinan atas kondisi keuangan dan persediaan pada akhir
tahun anggaran.

Pendampingan SKPD

Pendampingan dalam rangka memberikan keyakinan terhadap tugas dan
fungsi SKPD yang memadahi atas ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan dan pencegahan tindakan penyimpangan tugas dan fungsi di
SKPD. Hasilnya adalah memberikan rekomendasi/ saran atas kelemahan
terhadap pengelolaan tugas dan fungsi sebagaimana peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan penyusunan
Laporan Keuangan SKPD dalam kesesuaiannya dengan SAP dan Peraturan
Gubernur DIY Nomor 112 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah sehingga memudahkan dalam proses rekonsiliasi
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pendampingan pengelolaan dana keistimewaan SKPD.

Pendampingan ini dilakukan sebagai upaya untuk pengendalian, monitoring
dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan dana keistimewaan dengan
menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan

keistimewaan.

. KEGIATAN INSPEKTORAT LAINNYA

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pembantu Gubernur yang

melaksanakan tugas di bidang pengawasan, juga mempunyai kegiatan sebagai
berikut :

1. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
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2. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi
tindak lanjut hasil pengawasan APIP, Inspektorat Jenderal Kementerian
Dalam Negeri Rl dan BPK RI.

3. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat
Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK RI.

4. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat
Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional
(RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.

5. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk
memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil
pemeriksaan : Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat
Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri
oleh semua Kepala SKPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/
Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara itu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan
temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar
Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.

6. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

7. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan
dan Evaluasi Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

8. Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012.

. OBYEK PEMERIKSAAN
Inspektorat DIY pada tahun 2020 melakukan pemeriksaan terhadap SKPD DIY,
UPTD/UPTLTD DIY, SKPD Kabupaten Kota se DIY. Adapun secara rinci obyek
pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :
1. SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 37 sebagai berikut :

a. Biro Tata Pemerintahan

b. Biro Hukum

c. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
d. Biro Bina Mental Spiritual
e

Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
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f. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan dan Pembiayaan
Pembangunan

g. Biro Organisasi

h. Biro Umum, Humas dan Protokol

i. Sekretariat DPRD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

[S—

k. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset

. Badan Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja

L T ©o 5 3

Badan Penghubung Daerah

=

Inspektorat

s. Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan)

t. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata
Sasana)

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Kesehatan

Dinas Sosial

Dinas Perhubungan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

N < X g < €

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Pariwisata

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

_O: Q,) -Q_)o

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan|

aa. Dinas Kelautan dan Perikanan

bb. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

cc. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

dd. Dinas Komunikasi dan Informatika

ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

ff. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk

2. UPTD/UPTLD dilingkungan Pemerintah DIY, terdiri dari 38 UPTD vyaitu :

a. UPTD- BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
1) Balai Statistik Daerah
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UPTD Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi dan Sumber
Daya Mineral Wilayah Kulon Progo dan Bantul

2) Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi dan Sumber
Daya Mineral Wilayah Sleman Yogyakarta dan Gunungkidul

3) Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan

4) Balai Pengembangan Jasa Konstruksi

UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, yaitu:

1) Pelabuhan Perikanan Pantai

2) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya

UPTD Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura

2) Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik
Kehewanan

UPTD Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Museum Negeri Sonobudoyo

2) Taman Budaya

UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa

Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta

UPTD Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Pelatihan Kesehatan

2) Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

Disperindag Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna

UPTD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

2) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita

3) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

4) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

5) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

6) Balai Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Sosial

7) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha

UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa

Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul

2) Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta

3) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo

4) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul
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5) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman
6) Balai Latihan Pendidikan Teknik
7) Balai Pemuda dan Olah Raga
8) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan
k. UPTD BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
1) KPPD di Kota Yogyakarta
2) KPPD di Kabupaten Gunugkidul
3) KPPD di Kabupaten Kulon Progo
4) KPPD di Kabupaten Sleman
5) KPPD di Kabupaten Bantul
|.  UPTD Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
1) Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran
m. UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa
Yogyakarta, yaitu :
1) Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas
2) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pemerintah Kabupaten Bantul, terdiri 3 obyek pemeriksaan yaitu :
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Pemerintah Kota Yogyakarta, terdiri dari 3 obyek pemeriksaan yaitu :
a. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
Pemerintah Kabupaten Sleman, terdiri dari 3 obyek pemeriksaan yaitu :
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, terdiri dari 3 obyek pemeriksaan yaitu :
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo
c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terdiri dari 3 obyek pemeriksaan yaitu :
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
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8. SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
terdiri dari 32 SMA/SMK, yaitu:
a. SMAN 1 Sleman

SMAN 2 Sleman

SMAN 1 Minggir

SMAN 1 Tempel

SMKN 1 Yogyakarta

SMAN 6 Ygyakarta

SMAN 9 Yogyakarta

SMAN 10 Yogyakarta

SMAN 1 Banguntapan, Bantul

-~ 0o 2 o0 T

5 Q@

SMAN 2 Banguntapan, Bantul
k. SMAN 1 Dlingo, Bantul
. SMAN 1 Jetis, Bantul
. SMKN 2 Sewon, Bantul
SMAN 1 Kasihan, Bantul
SMAN 1 Pajangan, Bantul
SMAN 1 Sewon, Bantul
SMKN 2 Kasihan, Bantul
SMKN 3 Kasihan, Bantul
s. SMKN 1 Pajangan, Bantul
SMKN 1 Pandak, Bantul
SMAN 1 Bambanglipuro, Bantul
SMAN 1 Bantul, Bantul
SMAN 2 Bantul, Bantul
SMAN 3 Bantul, Bantul
SMKN 1 Depok, Sleman
SMKN 2 Depok, Sleman
aa. SMKN 2 Godean, Sleman
bb. SMKN 1 Seyegan, Sleman
cc. SMAN 1 Depok, Sleman
dd. SMAN 1 Gamping, Sleman
ee. SMAN 1 Godean, Sleman
ff. SMAN 4 Yogyakarta

—
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-

—
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H. PENUTUP
Demikian tindak lanjut terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 288/KEP/2019 tentang Penetapan Program Kerja

Pengawasan Tahunan Tahun 2020 dan uraian umum penjelasan terhadap
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PKPT perubahan Tahun 2020 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat sesuai kewenangan dan ketentuan

yang berlaku, sedangkan jadwal kegiatan pemeriksaan dapat dipedomani

sebagaimana Lampiran |.

Inspektur
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogodadi, Mlati, KabupatenSleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567

Website: htto://inspektorat.ioaiaprov.ao.id Email: inspektorat@ioaiaprov.ao.id Kode Pos 55286

BERITA ACARA
KESEPAKATAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DIY
DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu
sembilan belas bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawabh ini
telah menyepakati pemeriksaan reguler Inspektorat DIY di Pemerintah Kabupaten
Bantul yang akan dilaksanakan bulan Oktober 2020, dengan obyek pemeriksaan

sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Inspektur
imewa Yogyakarta




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

R INSPEKTORAT
W g@@' Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogodadi, Mlati, KabupatenSleman
i Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567
I Website: htto:/finspektorat.iogiabrov.ao.id Email: inspektorat@ioaiaorov.ao.id Kode Pos 55286
BERITA ACARA

KESEPAKATAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DIY
DI PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu
sembilan belas bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini
telah menyepakati pemeriksaan reguler Inspektorat DIY di Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo vyang akan dilaksanakan bulan Oktober 2020, dengan obyek
pemeriksaan sebagai berikut :

Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo:

il S

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Inspektur ... Inspektur
aerah Istimewa Yogyakarta . _-Kabupaten.Kulon Progo
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogodadi, Mlati, KabupatenSleman
Telepon (0274) 562008 Faksimile (0274) 512567

Website: hito://inspektorat.ioaiaorov.ao.id Email: inspektorat@ioaiabrov.ao.id Kode Pos 55286

—

BERITA ACARA
KESEPAKATAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DIY
DI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu
sembilan belas bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini
telah menyepakati pemeriksaan reguler Inspektorat DIY di Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul yang akan dilaksanakan bulan Oktober 2020, dengan obyek

pemeriksaan sebagai berikut :

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul,
Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul;
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;

W o=

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogodadi, Mlati, KabupatenSleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567
Website: http:/finspbektorat.iogianrov.ao.id Email: inspektorat@ioaiaorov.ao.id Kode Pos 55286

BERITA ACARA
KESEPAKATAN OBYEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DIY
DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu
sembilan belas bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini
telah menyepakati pemeriksaan reguler Inspektorat DIY di Pemerintah Kabupaten
Sleman yang akan dilaksanakan bulan Oktober 2020, dengan obyek pemeriksaan
sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman;

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman:

4. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

Inspektur Inspektur

mewa Yogyakarta ,ﬁ'\'ﬁ"?\nlf,t‘((f?ﬁ'pate” Sleman
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogodadi, Mlati, KabupatenSleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567

Website: htto:/finspektorat.ioaiaprov.ao.id Email: inspektorat@ioaiaprov.ao.id Kode Pos 55286

e —

BERITA ACARA
KESEPAKATAN OBYEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DIY
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu
sembilan belas bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini
telah menyepakati pemeriksaan reguler Inspektorat DIY di Pemerintah Kota
Yogyakarta yang akan dilaksanakan bulan Oktober 2020, dengan obyek

pemeriksaan sebagai berikut :

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;,

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta;

BAPPEDA Kota Yogyakarta;

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan umum dan
pengawasan teknis Tahun 2020, perlu disusun
perencanaan tahunan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat ()
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Menteri Dalam
Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
tahunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan

Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah
usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan
secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya

disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian,



unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,

inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah

kabupaten/kota.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.

5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

(1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Tahun 2020 meliputi:

a.

fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah; dan

jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

(2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema

APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

Pasal 3

(1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:

a.
b.

C.

o

5 oot 0

[y

fokus dan sasaran pengawasan umum;

fokus dan sasaran pengawasan teknis;

fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah
terhadap perangkat daerah;

kinerja rutin pengawasan;

pengawasan prioritas nasional,

pengawalan reformasi birokrasi;

penegakan integritas;

peningkatan kapasitas APIP; dan

jadwal pelaksanaan.

(2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurufi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.



Pasal 4
Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  Tahun 2020
bersumber pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

URAIAN PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

A. Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1.

a)

b)

<)

d)

a)

b)

a)

b)

Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:

penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi
ke pemerintah pusat;

penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi
ke daerah kabupaten/kota;

penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah
kabupaten/kota kepada daerah provinsi; dan

kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan

daerah berdasarkan pembagian urusan.

Kelembagaan daerah, dengan sasaran:

pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan
perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan

pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi,
penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa

lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:

pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi
berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua
puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;

pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan
pendidikan dan urusan kesehatan;

pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan
mutasi kepegawaian;

pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional

binaan Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam



e)

kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem
informasi administrasi kependudukan; dan
pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri

sipil.

Keuangan daerah, dengan sasaran:

a)

b)

kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan
urusan yang menjadi kewenangan daerah;

tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai
anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan
peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak
dan retribusi daerah;

kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan
hibah dan bantuan sosial; dan

kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.

Pembangunan daerah, dengan sasaran:

a)

b)

)

kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan
urusan yang menjadi kewenangan daerah;

konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan
daerah; dan

pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (one map policy).

Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:

a)

b)

<)

kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan = mengenai
perizinan  terintegrasi secara elektronik (online single
submission); dan

kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi

Ombudsman.

Kerja sama daerah, dengan sasaran:

a)

b)

kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah
lain;

kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan
pihak ketiga; dan

kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan

lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.



Kebijakan daerah, dengan sasaran:

a)

<)

kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi:

1) evaluasi rancangan peraturan daerah;

2) fasilitasi rancangan peraturan daerah;

3) klarifikasi peraturan daerah;

4) pemberian nomor register; dan

5) pembatalan peraturan kepala daerah.

kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum
dan/atau kesusilaan; dan

capaian program pembentukan peraturan daerah.

Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan

sasarar:

a)

b)

pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif
pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta
kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan

pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban,
larangan, dan pelanggaran administratif kepala daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur

dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi dan/atau pemerintahan

daerah kabupaten/kota, meliputi:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:

1)
2)
3)
4)
5)

penurunan stunting;

angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;

eliminasi tubercolosis (TBC);

pengendalian penyakit tidak menular; dan

cakupan imunisasi dasar lengkap.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,

dengan sasaran:

1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;

2) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka

mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke



3)

4)

5)

daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan
dan pelabuhan, bandar wudara, membuka daerah terisolasi,
terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan
terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan Strategis
Pariwisata Nasional dan daerah;

bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus
persen) akses pelayanan dasar air minum;

bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses
pelayanan dasar sanitasi; dan

bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas

hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam
panti;

rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;

rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;

rehabilitasi sosial anak di dalam panti;

rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;

rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di
dalam panti;

perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap

darurat bagi korban bencana;

10) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban

bencana; dan

11) pengelolaan data fakir miskin.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, dengan sasaramn:

1)
2)
3)

4)

peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;

implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam
perencanaan pembangunan; dan

pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran

pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik.



f.
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Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah, dengan sasaran:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

pelaksanaan pendataan koperasi dan wusaha mikro kecil dan
menengah;

pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro
kecil dan menengah;

penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan
menengah;

peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

peningkatan kelembagaan koperasi;

peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan
menengah;

pengawasan koperasi; dan

penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan
wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi.

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:

1)

2)

Pendidikan Menengah

a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia
16 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan
pelayanan dasar pendidikan sekolah menengah atas/sekolah
menengah kejuruan;

b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa
perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan sekolah
menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan

c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah
menengah kejuruan.

Pendidikan Khusus.

a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4
tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan
dasar pendidikan khusus;

b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan pada pendidikan khusus.

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan sasaran:

1)
2)

pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;

revitalisasi museum; dan
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3) fasilitasi komunitas budaya.

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan

akreditasi dan pengawasan kearsipan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:

1) stabilisasi pasokan harga dan pasar;

2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan
prasarana pertanian; dan

3) optimalisasi lahan.

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:

1) pembangunan sentra industri kecil menengah;

2) revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan

3) pertumbuhan wira usaha baru.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:

1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;

2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;

3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat;

4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;

5) penegakan Peraturan Daerah;

6) rencana penanggulangan bencana;

7) mitigasi/pencegahan bencana;

8) pemetaan rawan kebakaran;

9) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran
dalam daerah kabupaten/kota; dan

10) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, dengan sasaran:

1) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional,

2) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);

3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda
Penduduk Elektronik;

4) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen
kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

S) penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional.
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6) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;

7) verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah
kabupaten/kota;

8) pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;

9) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
di semua kabupaten/kota;

10) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk
memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan  publik,
perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan
demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;

11) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK),
database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
oleh Kementerian/Lembaga;

12) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk
mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala
Daerah serentak; dan

13) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
dengan sasaran:

1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan,
kesehatan, dan pembangunan keluarga;

2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana
perdagangan orang;

3) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan
khusus;

4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan
eksploitasi; dan

S5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi

darurat dan pornografi.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP
PERANGKAT DAERAH
Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
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1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;

2) pajak dan retribusi daerah;

3) hibah dan bantuan sosial;

4) belanja barang dan jasa;

5) belanja modal; dan

6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi
pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam
rangka pelaksanaan urusan.

Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan
fungsi perangkat daerah.

Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai

pihak ketiga.

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan

kabupaten /kota, meliputi:

1
2
3
4
5.
6
7
8

10.
11.
12.
13.

reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;

reviu rencana kerja pemerintah daerah;

reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;

reviu laporan keuangan pemerintah daerah;

reviu laporan kinerja;

reviu penyerapan anggaran;

pemeriksaan kinerja perangkat daerah;

pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:

a. pemeriksaan investigatif;

b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi;
dan

c. penghitungan kerugian keuangan negara.

pemeriksaan serentak kas opname;

pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;

evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
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V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

1.

tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum

dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi

korupsi,

operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;

penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah

dan pembangunan daerah;

evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender

(responsive gender);

dana desa:

a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa; dan

b. daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa;

bantuan operasional sekolah:

a. daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi bantuan
operasional sekolah; dan

b. daerah  kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan

operasional sekolah.

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawalan reformasi dan birokrasi pada daerah provinsi dan

kabupaten/kota, meliputi:

1.
2.

penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;

asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan

pengawasan, meliputi:

a. sistem pengendalian intern pemerintah;

b. kapabilitas APIP;

c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan
harta kekayaan aparatur sipil negara;

d. penilaian internal zona integritas;

e. penanganan benturan kepentingan;

f. penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan

g. penanganan pengaduan masyarakat.

evaluasi pelayanan publik.
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VII.PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota, meliputi:
1.

2
3.
4

survey penilaian integritas;
penanganan laporan gratifikasi;
monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan

verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

1.

a kLD

pemeriksaan investigatif;

pendampingan pengadaan barang dan jasa;
penerapan sistem manajemen resiko;
pemeriksaan dana alokasi khusus; dan

sertifikasi profesi.
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